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ABSTRAK 

Upah atau mengupah ialah bentuk imbalan atas pertolongan jasa antar sesama 

umat manusia yakni dengan cara memberikan suatu barang seperti uang menurut 

syarat tertentu. Service Center Vivo yang ada di Bandar Jaya, Kabupaten 

Lampung Tengah mempunyai kebijakan dan aturan dalam pemberian upah kepada 

karyawannya sehingga besaran upah ditentukan berdasarkan penjualan 

handphone. Jika menjual 1-15 di upah per unit sebesar Rp. 50.000,00, dan 16-29 

unit di upah sebesar Rp. 60.000,00 dan jika melebihi target penjualan dihitung 

bonus per unit sebesar Rp. 25.000,00. Selisih upah yang diberikan jika menjual 1-

15 unit dengan 16-29 unit memiliki perbedaan jumlah nominal padahal penjualan 

tersebut masih dibawah target penjualan. Adapun permasalahan dalam penelitian 

ini adalah bagaimana praktik penetapan upah karyawan  dengan sistem target 

penjualan produk di Service Center Vivo Bandar Jaya, Kabupaten Lampung 

Tengah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan upah karyawan  

dengan sistem target penjualan produk di Service Center Vivo Bandar Jaya, 

Kabupaten Lampung Tengah. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Dengan 

sifat penelitian yaitu bersifat Deskriptif. Sumber data primer didapatkan langsung 

dari tempat penelitian di Service Center Vivo Bandar Jaya, Kabupaten Lampung 

Tengah. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yaitu 

dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan dianalisis dari cara 

berpikir deduktif. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada praktik pengupahan 

karyawan Vivo Service Center Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah yaitu 

disesuaikan dengan jumlah handpone sebanyak 1-15 unit, maka satu unit 

diberikan bayaran sebesar Rp. 50.000,00, sementara jika 16-29 unit diberikan 

bayaran sebesar Rp. 60.000,00 per unit, dan jika melebihi target penjualan 

diberikan bonus yang dihitung per unit yaitu Rp. 25.000,00. Dalam pandangan 

hukum Islam praktik pengupahan karyawan Vivo Service Center Bandar Jaya, 

Kabupaten Lampung Tengah belum sesuai dengan hukum Islam, karena praktik 

pengupahan yang ditetapkan belum mengedepankan prinsip-prinsip keadilan 

dimana hal ini dapat terlihat dengan jumlah hp penjualan 15 unit dengan 16 unit 

dengan selisih Rp 210.000. 
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MOTTO 

لِمِيَْْ  ةُّ امظّٰ ُ لََ يُُِ ۗ  وَالّلّٰ مْ اُجُوْرَهُُْ يِْْ ِّ لِحٰتِ فيَُوَف يْنَ اٰمَنوُْا وَعََِلوُا امصّٰ ِ ا الََّّ   (57-57: 3) اٰل عَران/ ٧٥۝وَاَمَّ

 “Sementara itu, orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan Dia  

berikan pahala mereka dengan sempurna. Allah tidak  

menyukai orang-orang zalim.” 

 (Q.S. Ali‟ Imran [3] : 57). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian 

terhadap penegasaan arti dan makna dari beberapa istilah yang diharapkan 

tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa 

istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses 

penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. 

Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Penetapan Upah Karyawan  Dengan Sistem Target Penjualan Produk (Studi 

di Vivo Service Center Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah)”. Agar 

tidak terjadi kesalah pahaman,Maka terlebih dahulu perlu di tegaskan maksud 

judul skripsi ini. 

1. Hukum Islam 

Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah SWT yang 

kewajibannya sudah diatur secara jelas dan tegas di dalam Al-Qur‟an 

atau hukum-hukum yang telah ditetapkan secara langsung oleh wahyu, 

misalnya: kewajiban sholat, puasa, haji, zakat, sedangkan permasalahan 

yg belum spesifik didalam Al-Qur‟an perlu penafsiran guna menentukan 

hukum baru dari permasalahan menentukan hukum baru dari 

permasalahan tersebut yang dinamakan dengan istilah fiqih.
1
  

Ulama Ushul fiqh berpendapat bahwa hukum Islam merupakan tata 

                                                             
1
 Siti Mahmudah, Historisitas Syariah (Kritik Relasi-Kuasa Khalil ,Abd Al-Karim) 

(Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016), 197. 
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cara hidup mengenai doktrin syariat dengan perbuatan yang diperintakan 

maupun yang dilarang. Pendapat tersebut jauh berbeda dengan apa yang 

disampaikan oleh ulama fiqh, yang mengatakan bahwa hukum Islam 

merupakan segala perbuatan yang harus dikerjakan menurut syariat 

Islam. Sedangkan Hasby Ash-shiddieqy menyatakan dalam pendapatnya 

mengenai hukum Islam ialah segala daya upaya yang dilakukan oleh 

seorang muslim dengan mengikutsertakan sebuah syariat Islam yang 

ada.
2
 

2. Upah 

Menurut penulis ialah bentuk ucapan terima kasih sebagai imbalan 

atas pertolongan jasa antar umat sesama manusia yang dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan pokok hidupnya yakni dengan ara memberikan 

suatu barang seperti uang menurut syarat tertentu. 

3. Karyawan  

Karyawan adalah seseorang yang bekerja pada suatu lembaga 

(kantor, perusahaan, dll) dengan mendapat gaji/upah; pegawai pekerja 

wanita.
3
 

4. Penjualan  

Menurut penulis ialah sebuah proses pemenuhan kebutuhan 

produsen dan konsumen baik secara tunai maupun kredit.  

 

5. Produk 

                                                             
2
 Hasby As-Shiddieqy, Falfalah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 4. 

3
 Departemen Pendidikan Nasional, Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia Pusat, Edisi Keem 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 629. 
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Ialah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau 

nilainya di proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi 

itu.
4
 

Berdasarkan Penegasan beberapa istilah yang terdapat dalam judul 

skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah 

Karyawan  Dengan Sistem Target Penjualan Produk (Studi di Vivo Service 

Center Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah)”. Bahwasanya Untuk 

menghindari kesalah pemahaman yang kurang tepat terhadap judul penelitian 

ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan 

judul penelitian ini. 

B. Latar Belakang Masalah 

Upah mengupah merupakan hasil yang diberikan kepada seseorang 

sebagai ucapan terimakasih dari jasa/pekerjaan yang telah dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memberikan sejumlah uang sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Dengan diaturnya  kegiatan muamalah yang 

berlandaskan agama Islam menjadikan upah mengupah masuk ke dalam kerja 

sama yang memberikan manfaat bagi semuanya. 

Islam memberikan kewajiban kepada semua manusia untuk berkerja. 

Bekerja merupakan suatu kegiatan dimana manusia bisa memiliki harta 

kekayaan. Dalam pandangan Islam bekerja merupakan suatu keharusan yang 

dijalani oleh manusia, karena dalam menjalani hidup manusia tidak boleh 

                                                             
4
 Ibid., 1215. 
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bermalas-malasan untuk mencari rezeki. Seperti dalam firman Allah SWT 

surat al-Jumu‟ah ayat 10 yang berbunyi: 

َّعَ   ا م َ كَثِيًْْ ِ وَاذْكُرُوا الّلّٰ وْا فِِ الََْرْضِ وَاتخْغَُوْا مِنْ فضَْلِ الّلّٰ لٰوتُ فاَهدْشَُِِ لَّكُُْ ثفُْلِحُوْنَ فاَِذَا قُضِيتَِ امصَّ

(01-01: 66) الجمعة/ ٧١۝  
“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, 

carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu 

beruntung. (Q.S. Al‟ Jumu‟ah [62] : 10). 

Islam mengajarkan kepada umatnya agar mereka berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan berusaha sebaik-baiknya. Tetapi 

perlu di ingat bahwa yang di anjurkan adalah yang sesuai dengan aturan 

agama Islam, supaya mendapatkan kenikmatan dan keridhoan dari Allah 

SWT. 

Upah mengupah adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah yang 

berbasis tolong menolong karena tujuan disyariatkan ijarah itu ialah untuk 

memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang 

mempunyai uang akan tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang 

memiliki tenaga dan membutuhkan uang. dengan adanya ijarah keduanya 

dapat saling menguntungkan dan dapat saling memperoleh manfaat.
5
 

Saat ini persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin tinggi, 

sehingga membuat orang berlomba-lomba melakukan berbagai cara untuk 

bisa mendapatkan pekerjaan. Dengan adanya kerjasama antara pemilik modal 

dan pekerja, maka pekerja akan mendapatkan upah dari hasil pekerjaan yang 

telah dilakukan. Pengusaha juga dapat mendapatkan keuntungan dari hasil 

                                                             
5
 Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Fiqh (Bogor: Kencana, 2003), 217. 
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usahanya dan pekerja mendapatkan upah untuk mencukupi kebutuhan 

hidupnya. 

Ditengah kemajuan teknologi dan informasi semakin bertambah alat 

elektronik seperti handphone. Orang-orang saat ini berbondong-bondong 

untuk memiliki handphone selain karena fungsinya handphone juga menjadi 

sebuah gaya hidup bagi manusia. Untuk membeli handphone dan barang 

lainnya masyarakat harus datang ke tempat  penjualan hp untuk membelinya, 

sehingga mengikuti perkembangan zaman ini profesi pegawai  mulai muncul. 

Karyawan  adalah salah satu profesi yang bertugas untuk menjaga serta 

sebagai wakil untuk melakukan transaksi jual beli kepada pelanggan dengan 

barang yang dijual berhubungan dengan barang elektronik. Pekerjaan 

karyawan  merupakan salah satu pekerjaan yang ada pada zaman modern saat 

ini yang tidak dijumpai pada zaman terdahulu. Sistem yang dipakai pada 

profesi karyawan  sedikit berbeda dengan umumnya dimana penghasilan 

pokok upah karyawan  didapatkan dari hasil penjualan produk handphone 

yang dijual bukan produk seperti aksesoris handpone maupun kuota internet. 

Berbeda dengan karyawan pabrik pembuat produknya meskipun sama 

dibawah pengawasan perusahaan vivo akan tetapi profesi tersebut memiliki 

target yang jelas yaitu memenuhi pesanan yang diminta oleh perusahaan 

sedangkan karyawan  berfokus pada penjualan produknya yang mana 

penjualannya tidak ada kepastian jumlah yang dapat terjual dalam satu 

harinya, yang mana jika dalam satu bulan tidak memenuhi target penjualan 

upah yang diberikan berbeda. Berangkat dari ketidaktahuan yang menjadi 
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landasan untuk mengetahui lebih dalam terkait sistem penetapan upah serta 

pandangan hukum Islam pada profesi karyawan hp vivo yang  memiliki 

cabang di Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang selanjutnya dijadikan judul skripsi dengan judul penelitian: 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Karyawan  Dengan 

Sistem Target Penjualan Produk” (studi di Vivo Service Center Bandar Jaya 

Kabupaten Lampung Tengah). 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini lebih 

mengarah pada persoalan penentuian hukum yang terkait dengan penetapan 

upah pada karyawan  dengan sistem target penjualan produk. Karena pada 

tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam keterbatasan waktu 

dan dana, penelitian ini akan difokuskan pada “penetapan upah karyawan  

dengan sistem target penjualan produk di Vivo Service Center Bandar Jaya 

Kabupaten Lampung Tengah”. Berikut ini pembagian sub-fokus penelitian: 

1. Praktik pengupahan terhadap karyawan . 

2. Pandangan hukum Islam dalam penetapan upah karyawan . 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana praktik penetapan upah karyawan  dengan sistem target 

penjualan produk di Vivo Service Center Bandar Jaya kabupaten 

Lampung Tengah? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam  terhadap penetapan upah karyawan  
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dengan sistem target penjualan produk di Vivo Service Center Bandar 

Jaya kabupaten Lampung Tengah ? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui praktik penetapan upah pegawai  dengan sistem target 

penjualan produk di Vivo Service Center Bandar Jaya kabupaten 

Lampung Tengah 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan upah 

pegawai  dengan sistem target penjualan produk di Vivo Service Center 

Bandar Jaya kabupaten Lampung Tengah 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu 

pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis 

berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat 

tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik penetapan upah 

dengan sistem target penjualan produk. 

2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas 

akhir guna memperoleh S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Raden Intan Lampung. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1. Skripsi Jimi Irza, Tahun 2019, npm 1521030226, mahasiswa fakultas 

syariah UIN Raden Intan Lampung, dengan judul “Analisis Hukum Islam 

Tentang Upah Dibawah UMR (Studi Pada Permata Mart Bekasi).” 

Sistem penetapan upah pada Sodaqo Permata telah memperhatikan 

mengenai kelayakan hidup pegawai yang berkecukupan dan masih dapat 

menyisihkan uang hasil upah yang diberikan.Hal ini dengan dilakukan 

survey mengenai kebutuhan pegawai setiap bulan. Dan dalam penetapan 

upah disamping diberikan gaji pokok juga diberikan tunjangan makan, 

tunjangan transport, serta diberikanya insentif.
6
 

Perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu dalam skripsi 

ini membahas tentang praktik penetapan upah dalam sesuai UMR. 

Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang praktik penetapan 

upah dengan sistem target penjualan produk. 

2. Skripsi Yudhi Harliasnyah, Tahun 2021, npm 1621030554, mahasiswa 

fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Tambak Udang 

(Studi di Desa Canti Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan).” 

Praktik pengupahan karyawan tambak udang canti A kecamatan 

Rajabasa Kabupaten lampung Selatan adalah upah yang diberikan ketika 

hasil panen telah selesai dan mengetahui berapa banyak hasil panen. Upah 

                                                             
6
 Jimi Irza, “Analisis Hukum Islam Tentang Upah Dibawah UMR (Studi Pada Permata Mart 

Bekasi)” (Skripsi Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung, 2019), 1. 
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yang diberikan yaitu sebesar 1% - 0,5% dari hasil panen sesuai dengan 

tugas karyawan yang dimana harga persatu udang ialah Rp. 100,00.-. 

Dimana ketika hasil panen tidak sesuai atau bahkan gagal panen maka 

upah karyawan akan ditangguhkan atau bahkan tidak mendapat upah, dan 

ketika hasil panen udang bagus maka karyawan akan menperoleh 

keuntungan.
7
 

Perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu dalam skripsi 

ini membahas tentang praktik penetapan upah untuk pekerja di tambak 

udang. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang praktik 

penetapan upah dengan sistem target penjualan produk. 

3. Skripsi Septiana Tri Lestari, tahun 2019, npm 1521030499, mahasiswa 

fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Dalam Pembayaran listrik (studi 

di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pringsewu).” 

Berdasarkan hasil data yang didapatkan di Desa Gunung Rejo Kec. 

Way Ratai Kab. Pesawaran, dalam praktiknya mengenai adanya 

pembulatan dalam pembayaran biaya listrik guna biaya upah dan bertujuan 

agar mudah dalam menentukan nominal biaya listrik yang harus 

dibayarkan. Namun realitanya petugas penagih biaya listrik telah 

mendapat upah khusus dari pemerintah dan telah mendapatkan upah 

                                                             
7
 Yudhi Harliasnyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pegupahan Karyawan 

Tambak Udang (Studi Di Desa Canti Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan)” (Skripsi 

Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung, 2022), 1. 
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sebagai biaya admin yang telah ditambahkan terhadap biaya tagihan listrik 

sebelum adanya pembulatan biaya tersebut.
8
 

Perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu dalam skripsi 

ini membahas tentang praktik penetapan upah dalam pembayaran listrik 

yang nomimal yang dibulatkan oleh petugas. Sedangkan dalam penelitian 

penulis membahas tentang praktik penetapan upah dengan sistem target 

penjualan produk. 

4. Skripsi Ifzan Arif Maulana, tahun 2018, npm 1421030082, mahasiswa 

fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Penerimaan 

Upah Pekerja Harian Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus para 

pekerja Toko Pakaian di Pasar Tengah Bandar Lampung).” 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh, upah pekerja harian pada 

pekerja toko pakaian di Pasar Tengah Bandar Lampung, praktiknya antara 

para pegawai melakukan pekerjaan memiliki adanya kesetaraan dalam 

melakukan pekerjaan tersebut. Saat para pegawai bekerja, kadang diawasi 

oleh pemilik toko dan terkadang juga tidak  diawasi  oleh pemilik toko, 

yang menyebabkan adanya perbedaan upah  dan adanya penundaan upah 

yang disebabkab oleh kurangnya pengawasan pemilik toko dengan pekerja 

buruh, pegawai toko melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan posisi 

                                                             
8
 Septiana Tri Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Dalam 

Pembayaran Listrik (Studi Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)” 

(Skripsi Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung, 2019), 1. 
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pekerjaannya, serta terkadang pemilik toko memberikan upah pada 

pegawai toko berdasarkan keramaian pelanggan pada toko tersebut.
9
 

Perbedaan skripsi ini dengan yang penuis teliti yaitu pada skripsi 

membahas tentang penerimaan upah pekerja harian dalam perspektif 

hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang 

praktik penetapan upah dengan sistem target penjualan produk. 

5. Skripsi Puspita Sari, tahun 2019, npm 1521030104, mahasiswa fakultas 

syariah UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Hukum Islam Tentang 

Upah Kuli Angkut (studi di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Pusat 

Bandar Lampung) 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh di Stasiun Kereta Api 

Tanjung Karang Bandar Lampung, pada dasarnya sistem pengupahan 

adalah bentuk kerjasama antara pihak yang memberikan pekerjaan dengan 

buruh, karena banyak dari masyarakat yang tidak bisa menyelesaikan  

pekerjaanya sendiri sehingga mereka membutuhkan orang lain untuk 

menyelesesaikan pekerjaannya. Pada praktiknya para pihak pekerja kuli 

angkut yang berakad dalam pembayaran upah ini pihak yang membentuk 

perjanjian yaitu pemilik barang angkutan (mu‟ajir) dan buruh (musta‟jir) 

dilakukan secara lisan atau tidak adanya bukti perjanjian bahwa telah 

terjadi sesuatu akad perjanjian kerja di kedua belah pihak, dimana 

pembayaran upah diberikan di akhir sesudah mengantarkan barang-barang 

                                                             
9
 A. Ifzan Arif Maulana, “Penerimaan Upah Pekerja Harian Dalam Pespektif Hukum Islam 

(Studi Kasus Para Pekerja Toko Pakaian Di Pasar Tengah Bandar Lampung)” (Skripsi Program 

Sarjana UIN Raden Intan Lampung, 2018), 1. 
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bawaan dikerjakan. Pihak mu‟ajir biasanya memberikan pembayaran 

kepada buruh secara penuh.
10

 

Perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti yaiut pada skripsi ini 

membahas tentang hukum Islam upah kuli angkut. Sedangkan dalam 

penelitian penulis membahas tentang praktik penetapan upah dengan 

sistem target penjualan produk. 

H. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Alasan penulis menggunakan metode ini karena dalam penelitian ini 

membutuhkan pengumpulan data, pengolahan data dan analisis yang 

mendalam dalam rangka untuk menemukan Hukum Islam Tentang Penetapan 

Upah Karyawan  Dengan Sistem Target Penjualan Produk (Studi di Vivo 

Service Center Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah). 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau 

kalangan.
11

 Yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh 

data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang 

bersangkutan. Penelitian ini dilakukan agar mendapatkan data secara 

langsung ditempat penelitian yang berlokasi di Vivo Service Center 

Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah. 

                                                             
10

 Puspita Sari, “Hukum Islam Tentang Upah Kuli Angkut (Studi Di Stasiun Kereta Api 

Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung)” ((Skripsi Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung, 

2019), 1. 
11

 Susiadi AS, Metode Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut 

Agama Islam Negeri Lampung, 2015), 9. 
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu Penulisan ini bersifat 

diskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk 

memaparkan serta melaporkan suatu permasalahan secara objek, gejala, 

kebiasaan, pemikiran tertentu dan dianalisis dengan kritis.
12

 

3. Sumber Data Penelitian 

a. Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 

responden atau objek yang diteliti.
13

 Dalam hal ini data primer di 

peroleh dari lapangan atau di lokasi penelitian yaitu di Vivo Service 

Center Bandar Jaya kabupaten Lampung tengah. 

b. Data Sekunder  

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui media 

perantara secara tidak langsung yaitu dari buku, jurnal, artikel dan 

sumber lain yang masih memiliki kaitan dengan penelitian ini. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan objek atau individu 

mempunyai karateristik khusus, dan komprehensif. Yang menjadi 

objek dari populasi bisa individu, korporasi, institusi dan lain-lain. 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Karyawan Vivo Bandar 

Jaya, Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 10 orang. 

                                                             
12

 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 21. 
13

 Muhammad Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57. 
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b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui 

metode tertentu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, serta 

lengkap sehingga dianggap bisa mewakili populasi. Sedangkan teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah proposive sampling 

yaitu teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, 

daerah, atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan 

yang berfokus pada tujuan tertentu.
14

 Oleh karena nya, peneliti harus 

benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan 

atau tujuan penelitian, karna jumlah sampel tidak bisa dimintai data 

semua, maka dipilih orang-orang yang dapat memberikan data secara 

valid dengan kriteria yaitu: 

1) Karyawan/ Marketing yang telah bekerja lebih dari 2 tahun. 

2) Karyawan/ Marketing yang bekerja sudah mencapai target. 

3) Karyawan/ Marketing yang bekerja pada penempatan Service 

Center Vivo Bandar Jaya. 

Berdasarkan identifikasi tersebut, yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini ada 6 orang, yaitu sebagai berikut: 

1) Supervisor/ Penanggung Jawab Sevice Center : 1 orang 

2) Karyawan/ Marketing Service Center  : 5 orang 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

                                                             
14

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2010), 170. 
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Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang 

mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang 

berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan benda-benda, waktu, 

peristiwa, tujuan, dan perasaan.
15

 Dalam hal ini observasi dilakukan 

untuk menemukan data terkait penetapan upah yang dilakukan di Vivo 

Service Center Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah 

b. Wawancara  

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau 

kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara.
16

 Wawancara dilakukan kepada pemilik dan karyawan 

yang berkerja di Vivo Service Center Bandar Jaya Kabupaten 

Lampung Tengah untuk memperoleh data terkait penetapan upahnya. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah barang-barang tertulis, dalam 

melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-

benda tertulis, seperti buku-buku. Majalah. Dokumen, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.
17

 Metode ini 

digunakan untuk memperoleh data untuk melengkapi data-data 

mengenai penelitian ini. 

6. Pengolahan Data 

                                                             
15

 Djunaidi dan Fauzan Almashur Ghoni, Metode Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar- Ruzz 

Media, 2012), 165. 
16

 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 198. 
17

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: ALFABETA, 2018), 158. 
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a. Pemeriksaan data (editing) 

Editing data adalah pengecekan data pengoreksian data kembali 

data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah 

dikumpulkan tersebut cukup baik atau releven untuk diproses atau 

diolah lebih lanjut.
18

 

b. Rekrontruksi data  

Rekrontruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, 

berurutan dan logis sehingga mudah dipahami. 

c. Sistematisasi  

Systematizing yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data 

atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan 

beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.
19

 

7. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Penetapan Upah Karyawan  Dengan Sistem Target Penjualan 

Produk”(Studi di Vivo Service Center Bandar Jaya Kabupaten Lampung 

Tengah).  Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan 

analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur dengan menghasilkan 

data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis serta 

sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban 

                                                             
18

 Tika, Metodologi Riset Bisnis, 58. 
19

 Ibid., 17. 
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dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan 

menggunakan cara berfikir deduktif. 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan pada skripsi ini, maka 

penulis menyusun dengan sistematis yang terdiri dari V bab dengan uraian 

sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan, mencakup uraian tentang penegasan judul, latar 

belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

metode penelitian, sistematika pembahasan.  

BAB II : Landasan Teori, memuat uraian tentang pengertian upah, dasar 

hukum upah, rukun dan syarat upah, macam-macam upah/ujarah, hak 

menerima upah/ujrah, upah yang dilarang dalam Islam, waktu pembayaran 

upah, pemberian upah dalam perspektif hukum Islam, batal dan berakhirnya 

upah/ijarah, prinsip-prinsip perjanjian, dan keadilan dalam bermuamalah. 

BAB III : Deskripsi Objek Penelitian, memuat uraian tentang sejarah 

singkat berdirinya perusahaan vivo, visi dan misi perusahaan, dan struktur 

organisasi perusahaan vivo. 

BAB IV : Analisis Penelitian, memuat uraian tentang praktik pengupahan 

karyawan Vivo Service Center Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah, dan 

tinjauan hukum islam terhadap penetapan upah karyawan Vivo Service Center 

Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah. 
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BAB V : Penutup, memuat tentang simpulan yang berisi jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan 

rekomendasi yang ditujukan untuk kajian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Upah 

Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan yang berhubungan 

dengan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah SWT maupun dengan 

sesame manusia, Islam mewajibkan setiap muslim khususnya yang memiliki 

kewajiban untuk bekerja karena bekerja merupakan salah satu sebab pokok 

yang memungkinkan manusia memiliki harta dan kekayaan,serta mencari 

karunia Allah SWT.  

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam kehidupan di lapangan 

muamalah yaitu salah satunya ijarah. Secara etimologi, ijarah berarti “upah” 

atau “ganti” atau “imbalan”.
20

 Al Ijarah berasal dari kata Al Ajru yang berarti 

Al‟Iwadhu (ganti).
21

 Dalam istilah fiqh ada 2 jenis ijarah yaitu, al-ijarah 

(rent, rental) diartikan sebagai transaksi suatu manfaat baik barang atau jasa 

dengan pemberian imbalan tertentu. Sedangkan al- ijarah fi al-

dzimma(reward, fair wage) diartikan sebagai upah dalam tanggungan, yaitu 

upah yang dibayarkan atas jasa pekerjaan tertentu seperti, menjahit, 

menambal ban, dan lain-lain. 

Sedangkan menurut istilah, imam Hanafiyah mendefinisikan ijarah ialah: 

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja 

dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.
22

  

 

                                                             
20

 Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 29. 
21

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 13, Cet ke-1 (Bandung: PT. Alma‟arif, 1987), 7. 
22

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 114. 



20 
 

 

Al-ijārah menurut Amir Syarifuddin secara sederhana dapat diartikan 

dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila 

yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda 

disebut ijārah al-ain, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila 

yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut 

ijārah ad-dzimah atau upah-mengupah, seperti upah mencuci baju, dalam 

Islam sering disebut ujrah.
23

 

Menurut pengertian syara, ijarah adalah suatu jenis akad untuk 

mengambil manfaat dengan jalan pengganti.
24

 Manusia diciptakan oleh Allah 

SWT sebagai mahluk yang tidak biasa hidup sendiri tanpa membutuhkan 

bantuan orang lain, dan manusia memiliki kebutuhan untuk melakukan suatu 

kegiatan. salah satunya dalah dengan melakukan sesuatu untuk mewujudkan 

sesuatu yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri/bagi orang lain.  

Orang lain dapat melakukan sesuatu dengan melibatkan atau 

memfungsikan orang lain dengan ketentuan dan kegiatan, dengan 

konsekuensi harus memberikan imbalan yang akan menimbulkan bentuk 

kegiatan manusia yaitu adanya transaksi dalam suatu pekerjaan yaitu upah 

mengupah atas jerih payah oranglain tersebut jika tidak, berarti termasuk 

orang yang zalim. Setiap manusia akan terdorong untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginannya. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk selalu bekerja dan 

berusaha agar dapat memperoleh nafkah atau penghasilan dalam memenuhi 

                                                             
23

 Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Muamalah (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 227. 
24

 Makhda Intan dan Amir Mukminin Sanusi, “Tinjauan Fiqh Terhadap Sistem Pengupahan 

Pengupasan Mlinjo Di Desa Soco Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah,” AL-

„ADALAH Vol. 6, no. 1 (2021): 94. 
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kebutuhan hidupnya.  

Akad  ijarah ada dua macam, yaitu ijarah atau sewa barang dan sewa 

tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli 

manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual 

beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan 

bila memenuhi syarat ijarah sebagaimana yang dijelaskan.
25

 

Kata upah biasa digunakan dalam konteks hubungan antara pengusaha 

dengan para pekerjanya. Upah itu sendiri mempunyai pengertian yang 

menurut Kamus Bahassa Indonesia ialah,” Uang dan lain sebagainya yang 

dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang 

sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu”.
26

 Sedangkan dalam 

Ensiklopedia Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan upah 

adalah pembayaran yang diterima oleh buruh untuk jasa-jasa yang telah 

diberikan.
27

 

Upah menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat 

tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-

syarat tertentu. Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada 

seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu 

dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.
28

 

Sementara menurut Abdurrahman Al-Maliki upah adalah kompensasi 
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 Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer (Depok: Rajawali Pers, 2018), 102. 
26

 Pusat Bahasa DepDikNas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 

1250. 
27

 Hasan Syadily, Ensiklopedia Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru, 1984), 3718. 
28

 A. Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Bandar Lampung: IAIN Raden 
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dari manfaat (jasa) perkerjaan yang akan disesuaikan dengan nilai manfaat di 

pasar umum terhadap manfaat itu (Al Maliki, 143). Nilai manfaat tenaga dari 

pekerja itulah yang menjadi pijakan utama dalam menentukan upah baik 

mencukupi kebutuhannya atau tidak, sebab manfaatlah merupakan objek 

pertukaran sedangkan tenaga yang dicurahkan hanya untuk mendapatkan 

manfaat tersebut. Dengan demikian upah dalam perspektif Islam adalah 

imbalan (compensation) yang diterima seorang pekerja atas manfaat 

pekerjaan yang telah dikerjakannya dengan baik dan benar dalam bentuk 

imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di 

akhirat. Islam memberikan pengertian upah lebih komprehensif karena 

mencakup dimensi duniawi (materi atau kebendaan) dan ukhrawi.
29

 

Selanjutnya agar dapat memahami apa itu upah maka harus dipahami 

juga istilah-istilah yang berkaitan dibawah ini:
30

 

1. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerjaan/buruh adalah setip orang 

yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

2.  Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau 

badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.  
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3. Pengusaha adalah: 

a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

menjelaskan suatu perusahaan milik sendiri;  

b. Orang perorangan, persekutuaan, atau badan hukum yang secara 

berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;  

c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di 

indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 

4. Perusahaan adalah:  

a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidk, milik orang 

perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik 

swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh 

dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;  

b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus 

dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan 

dalam bentuk lain. 

5. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, 

dan untuk pekerjaan/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan 

yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab 

guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan  kepentingan 

pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh serta 

meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. 

Tenaga kerja merupakan tulang punggung pembangunan yang dalam hal 
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ini adalah pertumbuhan industri, maka kegiatan yang dilakukan atau 

mengandung aspek hubungan sosial, hubungan hukum, dan hubungan antra 

dan interorganisasi yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban dan 

dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang tergantung dalam pancasila.
31

 

B. Dasar Hukum Upah 

Dalam akad ijarah, hampir semua fuqaha sepakat bahwa ijarah 

dibolehkan berdasarkan al-Qur‟an, hadis (as-sunnah), dan ijma‟. Adapun 

beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan al- 

Basri, al-Qasyani, An-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka tidak 

membolehkan ijarah, sebab ijarah adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak 

dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan 

jual beli. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit 

demi sedikit.  

Sumber hukum dalam Islam yang di pakai dalam menyelesaikan berbagai 

permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan AlQur‟an dan Sunah 

Nabi, di samping masih banyak lagi sumber hukum yang dapat di gunakan. 

Al- Qur‟an sebagai sumber hukum dasar yang menjadi pijakannya. Allah 

menegaskan tentang pengupahan ini dalam Qur‟an dan Hadist sebagai 

berikut: 

1. Sumber dari Al-Qur‟an sebagai berikut: 

a. (Q.S At-Taubah (9) : 105) 
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وْنَ اِلٰٰ عٰلِِِ امغَْيْةِ وَامشَّ   دُّ لكَُُْ وَرَسُوْلُُٗ وَاممُْؤْمِنوُْنَۗ وَسَتَُُ ُ عَََ لوُْا فسََيََْى الّلّٰ ياَدَتِ وَقُلِ اعََْ

ئكُُُْ تِمَا كُنْتُُْ ثعَْمَلوُْنََۚ  ِّ (015-015: 9) امخوتة/ ٧١۝٥فيَُنبَ  

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-

Nya,dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan 

dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang 

nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama 

ini kamu kerjakan. (Q.S At-Taubah (9) : 105)”  

 

b. (Q.S Al-Imran: 57) 

كَ ميَُمْ عَ   
ّ
نتُٰ ۗ وَاُومىٰۤ قوُْا وَاخْذلَفَُوْا مِنْْۢ تعَْدِ مَا جَاۤءَهُُُ امبَْيِّ يْنَ ثفََرَّ ِ ذَاةٌ عَظِيٌْْ ۙ وَلََ حكَُوْهوُْا كََلََّّ

(015-015: 3) اٰل عَران/ ٧١۝٥  

 “Sementara itu, orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan 

Dia berikan pahala mereka dengan sempurna. Allah tidak menyukai 

orang-orang zalim. (Ali 'Imran/3:57)” 

c. (Q.S. Ar-Rum: 39) 
 

نْ   ِ َۚوَمَآ اٰثيَْتُُْ مِّ ٓ اَمْوَالِ امنَّاسِ فلَََ يرَْتوُْا عِنْدَ الّلّٰ توَُا۟ فِْ ِّيَْْ بًً م نْ رِّ وَجْوَ  زَكٰوتٍ حرُيِدُْوْنَ  وَمَآ اٰثيَْتُُْ مِّ

كَ هُُُ اممُْضْعِفُوْنَ 
ّ
ِ فاَُومىٰۤ (39-39: 31) امرّوم/ ٧٣۝الّلّٰ  

“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, 

tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang 

kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) 

merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).(Ar-

Rum/30:39)” 

d. (Q.S Al-Baqarah: 233) 
 

آ اٰثيَْتُُْ بًِممَْعْرُ  ضِعُوْٓا اَوْلََدَكُُْ فلَََ جُناَحَ علَيَْكُُْ اِذَا سَلَّمْتُُْ مَّ ْ اَنْ جسَْتَُْ َ وَاِنْ اَرَدْتُُّّ ُُوا الّلّٰ َّ وْ ِِۗۗ وَاث

َ تِمَا ثعَْمَلوُْنَ تصَِيٌْْ وَ  (633-633: 6) امبُرت/ ٧٣٣٣اعلْمَُوْٓا اَنَّ الّلّٰ  
“Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak 

ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara 

yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 

sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-

Baqarah/2:233)” 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa upah harus dibayarkan 

sebagaimana yang disyariatkan Allah SWT dalam Al-Qur‟an dalam surat 

diatas bahwa setiap pekerja yang bekerja harus dihargai dan diberikan 

upah, tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman 
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yang tidak disukai Allah. Memberikan upah seharusnya seimbang atau 

setimpal karena jika tidak dipenuhi maka bagi sipekerja ini adalah 

kezaliman, yanga mana Allah tidak menyukai kezaliman. 

2. Sumber dari As-Sunnah sebagai berikut: 

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: 

َُالَ رَسُوْلُ الّلِّ صَلََ لّلِّ علَيَْو وَ سَلَِ بُعْطُوا الَأ عَ   َ رَ قاَم نْ عَبْدِ الّلِّ بْنِ عََُ

فَّ عَرَ قوُُ  )رواه ابن ما جو(جِيَْْ بَجْرَهُ قبَْلَ بَنْ يََِ  
Dari‟Abd. Allah ibn Umar katanya: Rasulullah SAW 

bersabdah, “berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering 

keringatnya”. (HR. Ibn Majah). 

Maksud dari hadits ini adalah bersegera menunaikan hak pekerja 

setelah selesainya pekerjaan, karena menunda pembayaran gaji 

pegawai bagi majikan yang mampu adalah suatu kezaliman.
32

 

Hadis riwayat Abd. ar-razzaq dari abu hurairah dan Abu Sai‟id 

alkhudri, nabi SAW bersabda: 

خَبجَِرَ  مَنِ  ا اس ْ .بَجْرَهُ  فلَيُْعْلِمْوُ  بَجِيًْْ  
“barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”.

33
 

3. Dasar Hukum Ijma sebagai berikut: 

Dasar hukum Ijarah atau upah dalam Al-Ijma adalah sebagai 

berikut: umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarah di 

perbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia (diriwayatkan oleh Ahmad, 

Abu Dawud dan Nasa‟i dari Said Ibn Bn Waqash). Manusia senantiasa 

membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. Ijarah 
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adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena 

ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali 

melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi 

ini untuk meringankan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu 

bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. Konsep ijarah 

merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan 

kesulitan dalam kehidupan manusia.
34

 Dan dalam bukunya Hendi Suhendi 

di ambil dari fiqh As-Sunah bahwa landasan ijma ialah semua umat 

bersepakat, tidak ada seorang ulamapun tidak ada yang membantah 

kesepakatan ijma ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang 

berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak di anggap.
35

  

C. Rukun dan Syarat Upah 

Pada dasarnya akad ijarah harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun 

adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi, sedangkan syarat 

adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut. Rukun dan syarat 

tersebut harus dipenuhi, sehingga ijarah tersebut dapat dikatakan sah menurut 

syara‟. Adapun rukun ijarah menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul 

dari kedua belah pihak yang bertransaksi.
36

 

Ahli-ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad 

hanyalah ijab dan qabul saja, mereka mengaakui bahwa tidak mungkin ada 

akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek 

                                                             
34

 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan 

Syariah) (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 131. 
35

 Syafei, Fiqh Muamalah, 322. 
36

 Ghazali, Fiqih Muamalah, 278. 



28 
 

 

akad. Perbedaan dengan mazhab Syafi‟i hanya terletak dalam cara pandang 

saja, tidak menyangkut substansi akad. 

1. Rukun Upah 

a. Aqidain (orang yang berakad) 
Ada dua orang yang melakukan akad upah mengupah, yaitu  

mu‟jir  dan  musta‟jir. Mu‟jir yaitu orang-orang yang melakukan akad 

sewa-menyewa atau upah-mengupah. Mu‟jir adalah yang memberikan 

upah dan yang menyewakan. Sedangkan musta‟jir adalah orang yang 

menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. 

Adapun syarat yang dilakukan oleh pihak yang berakad yaitu 

kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama syafi‟iyah dan 

hanabilah, disyariatkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, 

apabila orang yang belum atau tidak berakal, sepeti anak kecil dan 

orang gila menyewakan harta mereka atau dari mereka (sebagai) 

buruh, meenurut merka, al Ijarah tidak sah.  

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakuakan 

ijrah mestilah orang-orng yang sudah memiliki  ke cakapan bertindak 

yang sempurna, sehingga segala perbuatan yaang dilakukanya dapat 

dipertanggung jawabkan secara hukum Allah Swt berfirman surat an-

Nisa ayat 29: 

ٓ اَنْ حكَُوْنَ تَِِارَتً عَنْ  يْنَ اٰمَنوُْا لََ ثبَكُُُِوْٓا اَمْوَامكَُُْ تيَْنكَُُْ بًِمبَْاطِلِ اِلََّ ِ اَ الََّّ َيُُّّ نكُُْْ ۗ وَلََ يٰٰٓ حرََاضٍ مِّ

ذلُوُْٓ  ُْ َ كََنَ بِكُُْ رَحِيْمًا ثَ (69-69: 4) امنساۤء/ ٧٣۝ا اَهفُْسَكُُْ ۗ اِنَّ الّلّٰ  

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa 

perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah 
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kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu. (An-Nisa'/4:29)” 

 

Dari ayat diatas menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban 

untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik 

berupa perkataan maupun perbuatan.  

Oleh sebab itu tidak boleh mempekerjakan seseorang secara paksa, 

tidak boleh menganiaya ajjir, untuk menghalang-halangi haknya atau 

mengulur-ulur pembayarannya, atau mengambil sesuatu kemanfaatan 

darinya tanpa iwadh atau upah, itu sama saja memperbudaknya 

sebagaimana dikatakan oleh fuqaha islam yang disimpulkan dari 

sebuah hadis yang manggap orang yang “memakan” tenaga dan jerih 

payah seorang pekerja sama saja seperti seseorang menjual orang yang 

berstatus merdeka dan memakan harga hasil penjualan itu. Bagi orang 

yang berakad ijarah juga diisyaratkan mengetahui manfaat barang yang 

diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya 

perselisihan.
37

 

b. Sighat 

Sighat yaitu merupakan sumber yang bersumber dari dua orang 

yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin 

mereka yang melakukan akad, shighat terdiri dari ijab dan kabul.
38

 

shighat transaksi mencakup hal berikut:
39
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1) Ijab dan qabul harus sesuai. Jika seseorang berkata,” saya sewakan 

rumah ini kepadamu seratus ribu sebulan”, maka transaksi tidak sah 

karena terjadi perbedaan antara ijab dan qabul. Perbedaan ini 

menunjukan ketidakrelaan salah satu pihak, padahal kerelaan ini 

menjadi syarat sahnya transaksi.  

2) Antara kalimat ijab dan kalimat qabul tidak berselang waktu yang 

lama atau diselingi dengan ucapan lain yang tidak ada kaitannya 

dengan transaksi karena hal ini menunjukkan adanya penolakan 

terhadap akad. 

3) Tidak boleh menggantungkan transaksi pada suatu syarat. 

c. Ujrah/Upah 

Ujrah/Upah yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta‟jir atas 

jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu‟ajjir. 

Untuk mengontrak seseorang musta‟jir harus diketahui bentuk 

kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya oleh karena itu jenis 

pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi 

upah masih kabur hukumnya adalah fasid.
40

 Dengan syarat 

hendaknya: 

1) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak 

sah dengan upah yang belum diketahui. 

2)  Pegawai khusus seperti orang hakim tidak boleh mengambil uang 

dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari 
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pemerintah. Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya 

mengerjakan satu pekerjaan saja. 

3) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang 

yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang 

sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran uang sewa 

yang menjadi objek sewa-menyewanya.
41

 

4) Manfaat, yang menjadi obyek ijarah harus diketahui secara jelas, 

sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari. Jika 

manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah. Manfaat 

disyariatkan atas manfaat merupakan sesuatu yang bernilai, baik 

secara syara maupun kebiasaan umum.
42

 Barang yang disewakan 

atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan 

barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:  

a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan 

upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunannya, 

b) Hendaklah benda-beda yang menjadi objek sewa-menyewa dan 

upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja 

berikut kegunannya (khusus dalam sewa-menyewa), 

c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah 

(boleh) menurut shara‟, bukan hal yang dilarang (diharamkan),  
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d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal (zat)-nya hingga 

waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
43

 

5) Bila ijarah berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan 

dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut 

bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini, 

maka tidak sah ijarah atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, 

karena shalat menjadi kewajiban setia mukmim. Ulama 

kontemporer berfatwa bagi para pengajar Al-Qur‟an diperbolehkan 

mengambil upah atau uang jasa, Imam Malik dan Syafi‟I 

berpendapat bahwa diperbolehkan sewa jasa mengajar Al-Qur‟an.  

6) Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil 

manfaat atas jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan 

adalah hak bagi yang menyewa.
44

 

a) Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya 

atau yang berlaku di masyarakat.  

b) Syarat yang terkait dengan upah atau uang dalam akad ijarah 

harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Oleh sebab itu, para 

ulama sepakat menyatakan 

d. Ma‟qud „alaih (manfaat)  

Manfaat yang dimaksud adalah kegunaan yang akan diperoleh baik 

berupa barang yang disewa atau jasa dari orang yang bekerja. Masing-

masing rukun yang membentuk suatu akad memerlukan syarat-syarat 
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agar rukun tersebut dapat berfungsi membentuk terjadinya suatu 

akad.
45

 

2. Syarat upah 

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (ujrah) adalah 

sebagai berikut:  

a. Upah (harga yang dibayarkan) harus suci (bukan benda najis ) 

Akad sewa (Ijarah) tidak sah jika upah (bayaran) nya adalah anjing, 

babi, kulit bangkai yang belum dimasak, atau khamar. Semua itu 

benda-benda najis.  

b. Upah harus dapat dimanfaatkan  

Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah dijadikan upah, baik karena 

hina (menjijikan), seperti serangga dan dua biji gandum, karena 

berbahaya, seperti binatang-binatang buas, maupun karena 

diharamkan pemakaiannya secara syariat, seperti alat-alat permainan 

(yang melalaikan), patung, dan gambar-gambar. Benda-benda di atas 

tidak sah ditukarkan dengan harta yang bernilai. Sementara itu 

bermanfaat yang menjadi akad sewa menyewa (ijarah) adalah harta 

yang bernilai. Oleh sebab itu barang-barang tersebut tidak boleh 

ditukarkan dengan sesuatu yang tidak bernilai. 

c. Upah harus dapat diserahkan  

Oleh karena itu, tidak boleh mengupah dengan burung yang masih 

terbang diudara atau ikan yang masih ada di air, juga tidak boleh 
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mengupah dengan harta yang sudah dirampok, kecuali upah diberikan 

kepada orang yang memegang harta ghasab itu memungkinkan untuk 

diambil kembali.
46

 

D. Macam-macam Upah (Ujrah) 

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:
47

 

1. Upah yang sepadan (ujrah al-misli) 

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta 

sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang 

disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan 

penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan 

itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan 

transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati 

maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan 

pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan 

sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.  

Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga 

kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, 

dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-

transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap 

perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat 

terselesaikan secara adil. 
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2. Upah yang telah disebutkan (ujrah al-musamma)  

Upah yang disebut (ujrah almusamma) syaratnya ketika disebutkan 

harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang 

melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak 

musta‟jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang 

telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk 

mendapatkan lebih kecil dari apa yang yang telah disebutkan, melainkan 

upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara.  

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, 

maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (ajrun 

musamma). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan 

terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan 

upah yang sepadan (ajrul misli). 

3. Ijarah bersifat manfaat 

Umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, 

pakaian, dan pehiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang 

dibolehkan syara‟ untuk dipegunakan, maka para ulama fiqh sepakat 

menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. 

4. Ijarah bersifat pekerjaan  

Ialah dengan cara memperkejakan seseorang untuk melakukan 

suatu pekerjaan. Al-Ijarah seperti ini, menurut ulama para fiqh, hukumnya 

boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang 

jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. Al-Ijarah seperti ini ada yang 
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bersifat pribadi, seperti menggaji seseorang pembantu rumah tangga, dan 

yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual 

jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh 

pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk al-ijarah terhadap pekerjaan ini 

(buruh, tukang, dan pembantu), menurut para ulama fiqh, hukumnya 

boleh.  

Penjual jasa yang untuk kepentingan orang banyak, sepeti tukang 

jahit dan tukang kasur, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga kasir 

yang diperbaikinya rusak atau pakaian yang dijaht penjahit itu rusak, maka 

para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap 

kerusakan itu. Imam Abu Hanifah, zulfar ibn huzaul, ulama hanabilah dan 

syafi‟iyah berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan unsur 

kesengajaan dan kelalaian tukang kasur dan tukang jahit itu, maka ia tidak 

di tuntut ganti rugi barang yang rusak itu. 

Ijarah dilihat dari objek ijarah berupa manfaat suatu benda maupun 

tenaga manusia ijarah itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu:  

a. Ijarah ain  

Yakni ijarah yang berhubungan dengan penyewaan benda yang 

bertujuan untuk menganmbil manfaat dari benda tersebut tanpa 

memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda benda bergerak, 

seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti 

sewah rumah.   
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b. Ijarah amal 

Yakni ijarah terhadap perubahan atau tenaga manusia yang diistilahkan 

dengan upah mengupah, ijarah ini digunakan untuk memperoleh jasa 

dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang 

dilakukan. Jadi istilah sewa biasanya digunakan dalam memanfaatkan 

benda sedangkan istilah upah digunakan dalam memanfaatkan tenaga”. 

Manfaat sesuatu dalam konsep ijarah mempunyai definisi yang sangat 

luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap 

suatu pekerjaan tertentu, dan ijarah juga mencakup transaksi terhadap 

suatu pekerjaan tertentu, yaitu imbalan yang disebut juga dengan upah 

mengupah.
48

 

Upah mengupah atau ijarah „ala al-a‟mal yakni jual beli jasa, 

biasanya berlaku dalam bebrapa hal seperti menjahit pakaian,membangun 

rumah, dan lain-lain. Ijarah „ala al-a‟mal terbagi dua yaitu:  

a. Ijarah khusus yang dilakukan oleh seorang pekerja  

Hukum seorang yang berkerja itu tidak boleh bekerja selain dengan 

orang yang telah memberinya upah. Dalam arti lain ijarah khusus ini 

mengikat seseorang agar tidak menerima pekerjaan lain sampai jangka 

waktu habis yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.  
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b. Ijarah musytarik 

Yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka 

bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, 

notaris, pengacara dan sebagainya.
49

 

Adapum menurut Zaenal Asikin pembagian jenis-jenis upah adalah 

sebagai berikut :   

a. Upah Nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai 

kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan 

jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 

terdapat dalam perjanjian kerja.  

b. Upah Nyata (Rill Wages) adalah uang nyata, yang benar-benar harus 

diterima seorang pekerja/buruh yang berhak.   

c. Upah Hidup adalah upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup 

untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya 

kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya, 

seperti pendidikan, asuransi, rekreasi dan lain-lain.   

d. Upah Wajar adalah upah yang secara relatif di nilai cukup wajar oleh 

pengusaha dan buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada 

pengusaha. Upah yang wajar inilah yang diharapkan oleh para buruh, 

bukan upah hidup, mengingat upah hidup umumnya sulit untuk 

dilaksanakan pemberianya karena perusahaan-perusahaan kita 

umumnya belum berkembang baik, belum kuat permodalannya. 
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e. Upah Minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standard, 

oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari 

pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya.
50

 Upah minimum ini 

biasanya ditentukan oleh pemerintah dan ini kadang-kadang setiap 

tahunnya berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum 

itu. Upah minimum terdiriatas menjadi beberapa bagian:   

1) Upah minimum provinsi yaitu upah miniminum yang berlaku 

untuk seluruh Kabupaten/kota di satu provinsi.   

2) Upah minimum Kabupaten/kota yaitu upah minimum yang berlaku 

di Daerah kabupaten/kota.  

3) Upah minimum sektoral provinsi (UMS Provinsi), yaitu upah 

minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh kabupaten/kota 

di satu provinsi.   

4) Upah minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota), 

yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah 

Kabupaten/Kota. 

E. Hak Menerima Upah/Ujrah 

Hak ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya 

pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad 

sudah berlangsungnya dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran dan tidak 

ada ketentuan penangguhannya.
51

 Secara umum dalam ketentuan al-Qur'an 
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yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah dijumpai dalam firman Allah 

Swt dalam surat an-Nahl ayat 90: 

ُُرْبٰٰ وَينَْٰ  َ يبَمُِرُ بًِمعَْدْلِ وَالَِْحْسَانِ وَاِيخْاَۤئِ ذِى امْ ى ع عَنِ امفَْحْشَاۤءِ وَاممُْنْكَرِ وَامبَْغِْ  يعَِظُكُُْ معََلَّكُُْ اِنَّ الّلّٰ

  (91-91: 06) امنحل/ ٧۝۝ثذََكَّرُوْنَ 

 “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan 

memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, 

kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar 

kamu selalu ingat. (An-Nahl/16:90)” 

 

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja maka dikemukakan 

bahwa Allah Swt memerintahkan pemberi pekerjaan (majikan) untuk menjadi 

adil, bijaksana dan dermawan kepada pekerja disebabkan pekerja mempunyai 

andil yang besar untuk kesuksesan pemberi pekerja. Maka wajib pemberi 

pekerja untuk mensejahterakan pekerjanya, termasuk dalam hal ini member 

upah yang layak. 

F. Upah Yang Dilarang Dalam Islam 

Islam tidak mengharamkan pengupahan dalam muamalat atau dalam 

perdagangan jasa kecuali dijelaskan Yusuf Qardhawi bahwa “Jasa dalam 

ruang lingkup perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, 

eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang, upah yang 

melibatkan perdagangan khamr, ganja, babi, patung, barang-barang sejenis, 

yang dikonsumsi, distribusi, atau pemanfaatnnya diharamkan perdagangan 

juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan jasa yang didapatkan melalui 

praktek itu adalah haram dan kotor”.
52

 

Upah yang dilarang dalam Islam diantaranya dijelaskan Ahmad Soleh 
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dalam bukunya Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II, “jasa seorang yang 

masih menawar penjualan orang lainnya, membeli jasa tawaran harga yang 

sangat tinggi dan membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat”.
53

 Maksud dari sebagaimana dikemukakan di 

atas yaitu: 

a. Menawarkan jasa kepada seseorang yang masih menawar penjualan jasa 

orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawar orang lainnya. 

Misalnya, tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan 

harga yang lebih mahal. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang 

lain. 

b. Membeli dengan tawaran harga harga jasa yang sangat tinggi, tetapi 

sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya 

bertujuan supaya orang lain tidak berani membeli jasanya. 

c. Membeli suatu jasa sewa harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan 

masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual 

setelah harganya tinggi. 

Diterangkan oleh Hasbi Ash Shiddieqy yaitu macam-macam upah yakni 

upah secara „arbun, upah secara najasy menjual sesuatu yang haram adalah 

haram dan upah yang tidak transparan.
54
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a. Upah secara „arbun  

Yaitu membeli barang atau jasa dengan membayar sejumlah harga 

jasa lebih dahulu sebagai uang muka, kalau tidak jadi diteruskan 

pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan ke penjual. 

b. Upah secara najasy (Propaganda Palsu)  

Yaitu menaikan harga jasa bukan karena tuntutan semestinya, 

melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau 

membeli dengan harga tersebut). 

c. Menjual sesuatu yang haram  

Misalnya upah jasa dari babi, khamr, makan dan minuman yang 

diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan 

sejenisnya. Pembolehan dalam penjualan dan memperdagangkannya 

berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang untuk 

melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya.  

d. Upah yang tidak transparan  

Yaitu setiap tranksaksi yang memberi peluang terjadinya 

persengketaannya karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada 

unsur penipuan upah yang tidak sesuai yang dapat membangkitkan 

permusuhan antara dua belah pihak yang bertranksaksi, atau salah satu 

pihak menipu pihak lain.  

Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam 

tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam 

kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam 
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air, dan semua upah yang masih ada unsur tidak transparan. Dan juga 

tujuan dari pekerjaan dari berniaga adalah memperoleh keuntungan. 

Selama agama membolehkan pekerjaan berniaga, namun demikian agama 

melarang keuntungan berlebihan yaitu keuntungan melebihi batas yang 

umum di masyarakat. Oleh sebab itu agama melarang seseorang pedagang 

memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga dari suatu barang atau 

upah atas jasa yang dilakukan.
55

 

Termasuk unsur yang tidak tampak adalah upah yang ghaib. Oleh 

karena itu, bisa dikatakan bahwa tranksaksi upah tersebut adalah termasuk 

upah yang ghaib (tidak ada) meskipun disifati dengan uang sebagai 

perantaranya. Ketidaktahuan yang disertai dengan ketiadaan sifat 

berpengaruh pada terjadinya upah dan sifat-sifat tersebut sebagai guna 

penyaksian (penglihatan dengan mata), karena keghaiban (ketidaktahuan) 

barang yang dijual, atau karena adanya kesulitan dalam membeberkan 

kekhawatiran akan terjadinya kerusakan padanya. Karena itu 

membolehkan penjualan yang didasarkan atas keterangan sifat-sifatnya.
56

 

G. Waktu Pembayaran Upah 

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam 

bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di 

akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. 

Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen 

melakukannya.  
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Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara prekerja dan 

pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu 

bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi 

besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja 

hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan 

semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan 

syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan 

yang menghalalkan yang haram.
57

 

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah 

disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu 

sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan.namun tentang hal ini sebaiknya 

dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.
58

 Waktu mengenai 

poembayaran upah itu tergantung pada perjanjian yang telah disepakati oleh 

kedua belah pihak. Upah sebenarnya bisa dibayarkan sebelum pekerjaan itu 

selesai.
59

  

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau 

kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami 

keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat Islam 

diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai 

dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang memperkerjakan. dalam al-

qur-an dan hadis sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika 

mempekerjaan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah 
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yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat pekerja 

kering. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak merasa 

akan dirugikan. 

H. Pemberian Upah dalam Perspektif Hukum Islam 

Upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi yaitu dimensi dunia 

dan dimensi akhirat. Untuk menerangkan upah dalam dimensi dunia maka 

konsep moral merupakn hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh 

dimensi akhirat dari upah terebut. Jika moral diabaikan maka dimensi akhirat 

tidak akan tercapai. Oleh kaena itu konsep moral diletakkan pada kotak yang 

paling luar, yang artinya konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah 

dimensi dunia agar upah dimensi akhirat dapat tercapai. 

Dimensi dunia dicirikan oleh dua hal yaitu adil dan layak, adil bermakna 

bahwa upah yang harus diberikan harus jelas, transparan, dan proposional. 

Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan 

pangan, sandang, dan papan serta tidak jauh dibawah pasaran.
60

  

Pengupahan dapat dipahami sebagai sesuatu yang dijanjikan dan dibayar. 

Disamping itu sistem pengupahan haruslah sesuatu yang bernilai dan 

diperbolehkan oleh syara‟ dan harus diketahui jumlahnya. Ujrah yang 

disyariatkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-

menyewa maupun upah mengupah. Imbalan yang pantas menurut syara‟ 

adalah sesuatu yang bernilai dan terdapat keridaan antara kedua belah pihak.  

Menyangkut penentuan upah kerja, syari‟at Islam tidak memberikan 
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ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan Al-Qur‟an maupun 

Sunnah Rasul. Secara umum, ketentuan Al-Qur‟an yang ada kaitannya 

dengan penentuan upah kerja adalah QS. An-Nahl ayat 90 sebagai berikut:  

ُُرْبٰٰ وَينَْٰى ع عَنِ امفَْحْشَاۤءِ وَاممُْنْكَرِ وَامْ  َ يبَمُِرُ بًِمعَْدْلِ وَالَِْحْسَانِ وَاِيخْاَۤئِ ذِى امْ بَغِْ  يعَِظُكُُْ معََلَّكُُْ اِنَّ الّلّٰ

(91-91: 06) امنحل/ ٧۝۝ ثذََكَّرُوْنَ   
 “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan 

memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, 

kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar 

kamu selalu ingat. (An-Nahl/16:90)” 

 

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat 

dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan 

(majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para 

pekerjaannya.  

Kata “kerabat” dalam ayat tersebut dapat diartikan “tenaga kerja”, sebab 

para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan jika 

bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil. 

Selain itu, dari ayat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa pemberi kerja 

dilarang Allah untuk berbuat keji dan melakukan penindasan (seperti 

menganiaya).  

Majikan harus ingat, jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin 

usaha majikan dapat berhasil. Sistem penetapan upah dalam Islam 

diantaranya yaitu:  

1. Upah disebutkan sebelum pekerjaan di mulai Rasulullah SAW 

memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, 
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yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan 

pekerjaannya.  

Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan 

dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja sertaprinsip-prinsip 

memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan 

pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan atau 

pemberi pekerjaan. 

Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi 

bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang 

yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal 

yang sesuai dengan amal/kerjanya.
61

 Salah satu upaya untuk melindungi 

hak pekerja, dikenal adanya kesepakatan kerja antara tenaga kerja 

(mua‟jir) dengan orang yang mempekerjakan (musta‟jir). Berikut hal-hal 

yang terkait dengan kesepakatan kerja:
62

 

a. Ketentuan kerja  

Ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk 

dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itudalam kontrak kerjany, harus 

ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya.
63

 Jenis 

pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi 

ijarah yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak). Dan 
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waktunya harus ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan. 

Selain itu upah kerjanya harus ditetapkan. 

b. Bentuk kerja  

Tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di 

dalam ijarah tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang 

harus dilakukan seorang ajir.  

c. Waktu  kerja  

Dalam transaksi ijarah harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu 

yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya 

pekerjaan tertentu. Selain itu harus ada juga perjanjian waktu bekerja 

bagi ajir.  

d. Gaji kerja  

Disyaratkan juga honor transaksi ijarah tersebut jelas dengan bukti 

dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi ijarah 

boleh tunai dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas. 

Menyangkut penentuan upah kerja, syari‟at Islam tidak 

memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan Al 

Qur‟an maupun Sunnah Rasul. Secara umum, ketentuan Al-Qur‟an 

yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja adalah QS. An-Nahl 

ayat 90 sebagai berikut:

ُُرْبٰٰ وَينَْٰى ع عَنِ امفَْحْشَاۤءِ وَاممُْنْكَرِ وَامْ  َ يبَمُِرُ بًِمعَْدْلِ وَالَِْحْسَانِ وَاِيخْاَۤئِ ذِى امْ بَغِْ  اِنَّ الّلّٰ

(91-91: 06) امنحل/ ٧۝۝يعَِظُكُُْ معََلَّكُُْ ثذََكَّرُوْنَ   

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan 

memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, 
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kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar 

kamu selalu ingat. (An-Nahl/16:90)” 

 

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka 

dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi 

pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan 

kepada para pekerjaannya.  

Kata “kerabat” dalam ayat tersebut dapat diartikan “tenaga kerja”, 

sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, 

dan jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan 

dapat berhasil. Selain itu, dari ayat tersebut dapat ditarik pengertian 

bahwa pemberi kerja dilarang Allah untuk berbuat keji dan melakukan 

penindasan (seperti menganiaya). Majikan harus ingat, jika bukan dari 

jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil. 

Nilai-nilai Ekonomi Islam yang terdapat pada sistem pengupahan 

salah satunya ialah Keadilan. Adil dalam pengupahan yaitu tidak 

terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan 

kepentingannya sendiri, majikan membayar para pekerja dengan 

bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya.  

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan 

untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya 

terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. 

Karyawan atau buruh akan menerima upah adalah untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain untuk kebutuhan 

ekonominya.  
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Dengan adanya kepastian menerima upah ataupun gaji secara 

periodik, berarti adanya jaminan “economic security” beserta 

keluarga yang menjadi tanggungannya. Oleh karena itu, al-Qur‟an 

memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan 

bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada 

saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. 

Setiap manusia akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah 

dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Ayat diatas 

menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai 

dengan tenaga yang dikeluarkan dalam proses produksi. Sementara 

majikan harus menerima keuntungannya sesuai dengan modal dan 

tenaganya terhadap produksi.  

Jika para pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas, 

maka dampaknya tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang 

akhirnya juga akan mempengaruhi standar penghidupan pekerja serta 

keluarganya. Disamping itu, ketidakadilan terhadap golongan pekerja 

akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan dikalangan 

mereka dan bisa menimbulkan aksi terhadap industri dalam bentuk 

aksi pemogokan kerja.  

Berkaitan dengan merealisasikan kemaslahatan umum, dibenarkan dan 

bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan 

perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. 

Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam, atau 
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paling tidak sebagai hukum yang islami, yang bersifat mengikat dan wajib 

dipatuhi umat islam, jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut: 

1. Ditetapkan melalui musyawarah (wa syawirhum bi al-amri) 

2. Tidak memperberat dan mempersulit umat (nafy al-haraj) 

3. Menutup akibat negatif (sad al-dzari‟ah) 

4. Mewujudkan kemaslahatan umum (jalb al-mashalih al-ammah) 

5. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (nash qath‟i.).
64

 

I. Batal dan Berakhirnya Upah (Ijarah) 

Para ulama fiqh meyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir apabila:
65

 

1. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang di jahitkan 

hilang. 

2. Tenggang waktu yang di sepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir.  

Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan 

kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka 

ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama 

fiqh. 

3. Menurut ulama hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad.  

Karena akad al-ijarah menurut mereka tidak boleh diwariskan. 

Sedangkan menurut jumhur ulama, akad al-ijarah tidak batal dengan 

wafatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat, menurut mereka 

boleh diwariskan dan al-ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua 

belah pihak yang berakad. 
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4. Menurut ulama hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak.  

Seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang 

banyak, maka al-ijarah batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad al-

ijarah itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak muflis, dan 

berpindah tempat penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali 

sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke 

desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan 

akad al-ijarah itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atas 

manfaat yang dituju dalam akal itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda 

banjir. 

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan 

adanya fasakh  pada salah satu pihak, karna ijarah merupakan akad 

pertukaran,, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. 

Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut.
66

 

a. Terjadinya caat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa; 

b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan 

sebagainya; 

c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma‟jur „alaih), seperti baju yang 

diupahkan untuk dijahitkan; 

d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhinya masa yang telah 

ditentukan dan selesainya pekerjaan; 
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e. Menurut hannafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak, seperti 

yang meyewa tokountuk dagang, kemudian dagangannya ada yang 

mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu. 

J. Prinsip-prinsip Perjanjian 

Ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum 

untuk kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:  

1. Muamalat Adalah Urusan Duniawi  

Muamalah berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua perbuatan 

dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu semua 

perbuatanyang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang dikerjakan 

oleh Rasulullah Saw. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara 

sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan 

pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, 

semua benuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia 

hukumnya sah dan dibolehkan asal tidak bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan umum yang ada dalam syara.
67

 

2. Muamalat harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah 

pihak  

Dalam melakukan transaksi yang dilakukan oleh para pihak 

didasarkan pada kerelaan kepada semua pihak yang membuatnya. 

Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan tranaksi 
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merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad. Hal ini 

didasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa [4]:  

ريِْۤ  ـأً مَّ نوُْ هفَْسًا فكَُُُوْهُ ىَنِيْۤ ءٍ مِّ لًََ ۗ فاَِنْ طِبَْْ مكَُُْ عَنْ شََْ ِّسَاۤءَ صَدُقٰتِِِنَّ نِِْ   ٧۝ـأً وَاٰثوُا امن

(4-4: 4) امنساۤء/  

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa 

perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu. (An-Nisa'/4:29) 

 

Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau 

transaksi dilakukan ijab dan qabul atau serah terima antara kedua pihak 

yang melakukan transaksi. 

3. Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum  

Dalam masalah muamalat, adat kebiasaan bisa dijadikan dasar 

hukum, dengan syarat adat trsebut diakui dan tidak bertentangan dengan 

ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara‟ 

4. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain  

Setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalat) dalam Islam 

tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. 

Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan 

manfaat menghindarkan mudharat atau sering disebut juga maslahah. 

Konsekuensi prinsip ini adalah segala bentuk muamalah yang merusak 

atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan seperti 

perjudian, penjualan narkoba, prostitusi, dan sebagainya.
68
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K.  Keadilan dalam Bermuamalah 

Pertama, hukum asal segala bentuk muamalah adalah mubah. Artinya 

hukum Islam memberikan kebebasan membuat bentuk atau jenis muamalah 

baru sesuai dengan kebutuhan. Kedua, muamalah dilakukan atas dasar suka-

rela. Artinya kebebasan berkehendak para pihak yang melakukan transaksi 

muamalah sangat diperhatikan dalam islam. Berhubung kebebasan 

berkehendak merupakan urusan batin seseorang, maka sebagai konkretisasinya 

dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab qabul adalah salah satu rukun terpenting 

dalam berbagai bentuk transaksi muamalah, yang substansinya adalah 

perizinan. Ketiga, muamalah dilakukan atas dasar menarik manfaat dan 

menolak mudharat. Prinsip mendatangkan maslahah dan menolak mudharat 

merupakan ruh dan semangat hukum yang ditetapkan oleh al-Qur‟an dan al-

Hadits. Berdasarkan prinsip ini setiap transaksi muamalah. Keempat, 

muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan. Prinsip hukum keadilan 

ini membawa sebuah teori dalam hukum Islam bahwa keadilan yang 

diwujudkan dalam setiap transaksi muamalah adalah keadilan yang berimbang, 

artinya keadilan yang dapat memelihara dua kehidupan yaitu hidup di dunia 

dan akhirat. Berbicara tentang keadilan dalam bermuamalah: Asal setiap 

muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan 

kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan. 

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan 

manusia termasuk diantaranya adil dalam muamalah. Dalam surat Al-

Baqarah/2 : 279 disebut: 
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 لَا تاظْلِمُوْنا والَا تُظْلامُوْنا 
artinya “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi”. 

 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kita harus adil dalam bermuamalah. 

Karena tanpa keadilan, manusia akan mendzalimi golongan yang lain 

sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia yang lain.
69

  

 Ibnu Sina menegaskan, bahwa jenis-jenis kegiatan ekonomi sangat 

membutuhkan hukum (sunnah) dan keadilan. Menurutnya, tujuan undang-

undang kenabian adalah untuk mengamankan kesejahteraan manusia terutama 

dari kecenderungan umum yang hanya mengarah pada tujuan materialistik. 

Keberadaan nabi adalah untuk mengatur dan menegakkan keadilan. Jadi, 

dalam kegiatan ekonomi manusia, penegak keadilan sangat dibutuhkan setelah 

hukum. Seluruh muamalah yang dilarang oleh al-Quran dan as-Sunnah 

kembali kepada realisasi keadilan dan larangan berbuat zalim, karena zalim 

termasuk memakan harta orang lain dengan batil. Bahkan, seluruh muamalah 

yang dilarang Nabi Saw adalah karena di dalamnya terdapat kezaliman dan 

untuk merealisasikan keadilan.
70
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